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TENTANG

PEDOMAN PENGETOLAAN PENGADAAN

DI TINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TETKOM

DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

a. bahwa Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom telah

menetapkan Keputusan Nomor KEP.0808/00/DGS-HK01APf /2018
tangtal 3 September 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Yayasan Pendidikan

Telkom dan Keputusan Nomor KEP.1065/00/DGS-HK0UYPI /2018
lan$Eal 22 Oktober 2018 tentang Perbalkan Pedoman Pengelolaan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Yayasan Pendidikan

Telkom;

b. bahwa dalam pelaksanaan pedoman sebagaimana huruf a di atas

terdapat berbagai macam dinamika, maka diperlukan penyesuaian

ketentuan pada pedoman pengelolaan pengadaan; dan

c. bahwa sehubungan dengan hal dimakud huruf b tersebut di atas,

dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pengelolaan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Yayasan Pendidikan

Telkom dalam suatu Keputusan Dewan Pengurus Yayasan

Pendidikan Telkom.

1. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan juncto Undang-undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik lndonesia

Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan.

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 lo. Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentant Pentadaan Barang dan/atau Jasa

Pemerintah.

rnggarunS nc

5 548 fax: {+(

Yayasan Pendidik3n Telkom
Ba nd



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pemerintah Rl Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

4, Anttaran Dasar YPT yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni
Ahmadi, S.H., tanttal 23 Mea 1990 Nomor 163 yant telah mengalami

beberapa kali perubahan dan dengan perubahan terakhir

sebagaimana yant termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H.,

M.H., M.Kn, Nomor 01 tanggal 20 Februari 2020, yang telah dicatat

melalui Surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.05-0009300

tanttal 24 Februari 2020.

5. Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor

PDP.0519/00/L|A-HK0INPT /2021 tanggal 09 April 2021 tentant
Pedoman Tata Kelola Kebijakan Di Lingkungan Yayasan Pendidikan

Telkom.

6. Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor

PDP.0607/00/DGS-HK01/YPT/2021 tanttal 30 April 2021 tentang
Struktur Or8anisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Pelaksana Kegiatan

Yayasan Pendidikan Telkom.

MEMUTUSKAN

PERATURAI{ DEWAN PEI{GURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

TENTANG PEDOMAN PENGETOTAAT{ PENGADAAN DI LINGKUNGAN

YAYASAN PENDIDIKAN TETKOM

Menetapkan Pedoman Pengelolaan Pengadaan di Lingkungan

Yayasan Pendidikan Telkom sebagaimana terlampir.

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka, Keputusan Dewan

Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP.0808/00/DGS-

HK01/YPT/2018 tanggal 8 September 2018 Tentang Pedoman

Pengadaaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Yayasan Pendidikan

Telkom dan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

Nomor : KEP.1066/00/DGS-HK03/YPT/2018 tanggal 22 Oktober 2018

Tentang Perbaikan Pedoman Pengadaaan Barang dan/atau Jasa di

Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom serta ketentuan-ketentuan

lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tadak

berlaku lagi.



KETIGA Peraturan ini berlaku se.jak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bandung

Pada tanqqal : ll OL{Pbr 2021

a.n. DEWAN PENGURUS

YAYASAN PEI{OIOIKAN TElJ(OM

SEXRETARIS,

lr. A8un8 Adi Susetyo, M.En8 lr. Sindhu Aryanto

Temburan:

1. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.

2. Para Direktur Xantor Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Pendidikan Telkom.

3. Para Pimpinan Lembaga di lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom.
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BAB I

PENDAHUTUAN

Pasal 1

PenSertian

Dalam Peraturan ini yant dimakud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) yang terdira dari Kantor Pelaksana

Kegiatan Yayasan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Anak Perusahaan.

2. Anak Perusahaan (AP) adalah badan usaha, perseroan maupun non perseroan yang

kepemilikan saham oleh Yayasan dan/atau Telkom danlatau Telkom Group sebagai

pemilik saham mayoritas atau di atas 50% (Lima puluh persen) atau Perusahaan

Terafiliasi.

3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwuiud, bergerak

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau

dimanfaatkan oleh Pengguna barang.

4. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) adalah Berita Acara khusus untuk
Pengadaan lasa yanB menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dan dapat diterima.

5. Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah berita acara oleh para pihak yang

diterbitkan dan ditandatangani setelah BAUT, yang memuat pekerjaan dapat diterima

dan dinyatakan selesai seluruhnya (100%).

6. Berita Acara Uji Terima (BAUTI adalah berita acara yang memuat hasil-hasil

pemerikaan danlatau uji fungsi yant dilakukan dan ditandatanBani oleh User atau

Tim Uji Terima atas suatu pengadaan.

7. Direktur Utama adalah Pimpinan tertinggi di dalam ortanisasi Badan Pelaksana

Kegiatan Yayasan Pendidikan Telkom.

8. Harga Perhitungan Sendiri atau Apnels Estimote (HPS/OE) adalah perkiraan harta

yang disusun dan dikalkulasi oleh Pejabat sesuai kewenangan pengadaan untuk

dijadikan dasar negosiasi oleh Pelaksana Pengadaan.

9. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang dihasllkan

oleh rekanan untuk dimanfaatkan oleh unit kerja pemakai.

10. Justifikasi Kebutuhan adalah alasan-alasan atau pertimbangan-penimbangan yang

dibuat oleh unit usersecara hierarki yang menjelaskan kenapa suatu barang dan/atau
jasa tersebut dibutuhkan.

11. Kantor Badan Pelakana Kegiatan (BPK) adalah tempat pen8elolaan kegiatan harian

Badan Pelaksana Yayasan, disebut juga Xantor Yayasan.

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
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12. Lembaga adalah lnstitusi Pendidikan, Pelatihan & Sertifikasi dan Penelitian yang

berada di bawah struktur ortanisasi Yayasan.

13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebatian kegiatan perencanaan

dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yant mencakup pekerjaan arsitektur,

sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masint-masint beserta

kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

14. Pekerjaan non konstruksi adalah pekerjaan di luar lingkup pekerjaan konstruksi, yant

meliputi namun tidak terbatas pada pemasokan barang murni, penyediaan teknologi

informasi, jasa asuransi, jasa marketing, jasa notaris, jasa audit, jasa appraisal, jasa

sertifikasi sistem manajemen, jasa penyediaan sarana pendukung, jasa pemeliharaan

dan/atau perbaikan, iasa pentamanan, jasa yang membutuhkan keahlian khusus

seperti yang bersifat seni atau estetika atau keahlian khusus lainnya yang reputasi

pelaku-pelaku usahanya diketahui dengan baik secara umum di kalantan andustri

terkait.

15. Pelaksana pengadaan adalah unit, lembaga dan/atau panitia yang ditunjuk dan diberi

kewenangan oleh Dewan Pengurus.

16. Pelelangan adalah metode pemilihan Penyedia Barang dan/atau Pekerjaan

Konstruksi dan/atau Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh

semua Penyedia Barang dan/atau Pekerjaan Konstruksi dan/atau lasa Lainnya yang

memenuhi syarat.

17. Pembelian Langsung (cosh & carry) adalah proses penyediaan pembelian barang

dan/atau jasa melalui dengan cara membeli langsung di pasar atau kepada pemasok.

18. Pemilihan langsunt adalah Pengadaan Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada

sekurang-kurangnya 3 (Tiga) Penyedia BaranB dan/atau iasa.

19. Pengadaan Barang dan/atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang

dan/atau jasa yang dibutuhkan, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan

sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa.

20. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan bersifat pengendalian yang dilakukan

secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan, baik secara preventif maupun

detektif agar terlakana sesuai dengan rencana dan ketentuan dan/atau peraturan

yang berlaku.

21. Pengguna Barang dan/atau iasa atau user adalah semua Lembaga, unit bisnis dan

kantor Yayasan sebagai pemilik pekerjaan atau pentadaan Barang dan/atau jasa.

22. Penunjukan Lantsung adalah Pengadaan Barant dan/atau ,iasa langsung kepada 1

(Satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa.

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

PERATURAN DEWAN PENGURUS

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADAAN DI LING(UNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
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23. Penyedia Pengadaan atau Rekanan adalah badan usaha atau orang-perorangan yant
men-supply barcng dan/atau jasa kepada Yayasan Pendidikan Telkom.

24. Perjanjian adalah keseluruhan dokumen yant mengatur hubungan hukum antara
pengguna barang dan/atau lasa dengan penyedia barang dan/atau jasa dalam

penyelenggaraan pekerjaan yang disepakati yant dapat berbentuk Nota Pengadaan,

SPK atau Kontrak dan/atau PKS.

25. Pimpinan Lembata adalah pemimpin tertinggi lnstitusi Pendidikan, Pelatihan &

Sertifikasi dan Penelitian yang berada di bawah struktur organisasi Yayasan.

26. Rencana Kerja Anggaran Yayasan (RKAY) adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi protram dan kegiatan Yayasan yang telah disetujui oleh

Dewan Pembina Yayasan oleh pejabat yang diberi wewenant.
27. Spesifikasi Teknis adalah uraian terperinci mengenai persyaratan barang dan/atau

jasa atau pekerjaan atau uraian terperinci mengenai persyaratan kualitas material,

metode kerja dan standar kualitas pekerjaan lworkmonship) yang harus diberikan

oleh kontraktor dan/atau penyedia pengadaan.

28. Swakelola adalah Pengadaan Barang dan iasa dimana pekerjaannya direncanakan,

dikerjakan dan diawasi oleh Tim Swakelola.

29. Unit Bisnis adalah entftas bisnis yang dimiliki oleh Yayasan yang berfungsi sebagai

generator pendapatan Non Tuition Fee.

Pasal 2

Makud dan Tujuan

(1) Maksud peraturan ini sebagai pedoman dalam proses pengadaan barant dan/atau
jasa bagi Pelaksana Pengadaan di Yayasan.

(2) Tuluan peraturan ini agar seluruh proses pengadaan barang dan/atau jasa di Yayasan

sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan berfungsi untuk :

a. Menintkatkan efisiensi dan efektivitas operasional;

b. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;

c. Meningkatkan sinergi antar unit dan lembaga; dan

d. Mendukung pencapaian tartet-tartet dan penciptaan nilai tambah.

PERATURAN DEWAN PENGURUS

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
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Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup pengaturan tentang pelaksanaan funtsi-fungsi logistik

yang meliputi unsur-unsun

a. PerencanaanPengadaan;

b. PelaksanaanPengadaan;

c. KewenanganPelakanaanPengadaan;

d. Tahapan Pelakanaan Kontrak dan/atau Perjanjian Pengadaan; dan

e. PenerimaanPengadaan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN TOGISTIK

Pasal 4

Kebijakan Umum

(1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa wajab menerapkan pnnsrp-pnnsrp:

a. Efisien adalah proses pengadaan barang dan/atau jasa yant dilaksanakan

secara makimal untuk mendapat hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu

yang cepat dengan menggunakan kemampuan seminimal mungkin secara

wajar:

b. Efektif adalah proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan yant telah ditetapkan dan memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yant telah ditetapkan;

c. Kompetitif adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan secara

terbuka dan bersaing melalua persaingan yang sehat serta memenuhi

persyaratan, kriteria, prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan

d. Tata kelola perusahaan yang baik lgood corporote governoncel yang meliputi

aspek- asPek:

i. Transparan ltronsporoncyl adalah semua ketentuan dan informasi

mengenai pengadaan barang dan/atau jasa termasuk syarat teknis

administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan

calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta

penyedia barang dan/atau jasa yang berminat;

PERATURAN DEWAN PENGURUS

Tanggal: 11 Oktober 2021
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Kemandirian lindependencyl adalah pelaksanaan pentadaan barang

dan/atau jasa dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan

dan pengaruh dan/atau tekanan dari pihak manapun;

Akuntabel (occountobility) adalah proses yang dilakukan harus

mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingta

menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;

Pertanggungiawaban lresponsibilityl adalah pelaksanaan pengadaan

barang dan/atau jasa telah sesuai dengan peraturan perundant-

undangan yang berlaku; dan

Adil dan wajar (/oirness) berarti memberikan perlakuan yang sama bagi

semua calon penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi syarat.

(2) Dalam setiap pelakanaan pengadaan, masing-masing unit kerja terkait bertanggung
jawab atas pelaksanaan aktivitas dan/atau ketiatan yang berkaitan dengan

pengadaan di lingkungan YPT.

(3) Pelaksanaan aktivitas dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi tanggung jawab masint-masint unit kerja dan/atau organisasi yang

bersangkutan, dengan tidak menturangi ketentuan-ketentuan yant telah

ditetapkan dalam aturan pembentukan masing-masing unit kerja dan/atau

organisasi.

(4) Dalam melaksanakan seluruh fungsi-fun8si logistik, semaksimal muntkin

memanfaatkan sistem informasi terinte8rasi.

Pasal 5

Perencanaan Pengadaan

(1) Setiap permintaan pengadaan barang dan/atau jasa harus tersedia anggarannya di

dalam RKAY yang telah disahkan oleh Dewan Pembina dan/atau Dewan Pengurus

Yayasan.

(2) Dalam melaksanakan fun$i perencanaan, Unit fungsional Logistik bertan8tunt

jawab terhadap:

a. Pembuatan dan pengelolaan Daftar Rencana Pengadaan (DRP) termasuk

perubahannya (DRP suplisi atau DRP Revisi) disusun berdasarkan RKAY yang

Revisi 00
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telah ditetapkan termasuk perubahannya dan justifikasi kebutuhan yang telah

ditetapkan oleh pejabat berwenang; dan

b. Pemeliharaan basis data harga dan basis data rekanan beserta dengan rekanan

performansi yang menggambarkan rekam jejak (track recordl dari rekanan.

(3) DRP (termasuk perubahannya jika ada) disusun hanya untuk Pengadaan belanja

modal (CAPEX) yang dibiayai dari anggaran investasi sesuai dengan format pada

Lampiran-l Peraturan ini, yang memuat informasi mengenai hal-hal antara lain:

a. Ketiatan Pengadaan Barang dan/atau jasa;

b. Spesifikasi teknis barant dan /atau iasa;
c. Satuan dan volume Earang dan/atau Jasa yang dibutuhkan;

d. Waktu kebutuhan Barang dan/atau Jasa; dan

e. Jumlah angtaran tersedia.

(4) Penyusunan dan penetapan DRP/DRP Revisi/DRP Suplisi:

a. DRP untuk pengadaan yang dilakukan secara terpusat, disusun dan ditetapkan

oleh Pejabat VP atau setingkat di kantor BPK yant mempunyai funtsi
melakukan penyusunan dan monitoring atas perencanaan pengadaan; dan

b. DRP untuk pengadaan di lembaga, disusun dan ditetapkan oleh pimpanan

lembaga yang ditunjuk.

(5) Paketisasi pengadaan dilakukan oleh unit Fungsional Logistik, dengan ketentuan:

a. Untuk tujuan memperoleh economic oJ scolei dan

b. Untuk pertimbantan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan.

(5) Unit Kerja Pemakai (user) bertanggung jawab terhadap justifikasi kebutuhan yang

merupakan dasar pelaksanaan proses Pengadaan oleh Pelaksana Pengadaan, dan

persetujuan justifikasi kebutuhan sesuai Lampiran-ll Peraturan ini.

(1) Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan oleh Unit Funtsional Logistik maupun oleh

unit kerja pemakai (user) sesuai kewenangan yant tercantum dalam Lampiran-lll

Peraturan ini.

PERATURAN DEWAN PENGURUS

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
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Pelaksanaan Pengadaan
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(2) Pengadaan hanya dapat dilakukan sepanjang didukung oleh ketersediaan anggaran.

Dalam hal terdapat suatu kebutuhan yang tidak tersedia dalam RKAY permintaan

pengadaan harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama.

(4) Jika tidak dinyatakan lain dalam Pasal dan Lampiran Peraturan ini, pada prinsipnya

cara dan besaran nilai pengadaan ditetapkan sebatai berikut :

a. Pembelian Lan$unt kosh & corry);

b. PenunjukanLangsung;

c. Pemilihan Langsung;

d. Pelelangan; dan

e. Swakelola.

(5) Cara pengadaan dimaksud dalam Ketentuan ini apabila menggunakan antgaran

investasi dan/atau termasuk dalam kategori penambahan aset, maka harus

diadministrasikan sesuai dengan ketentuan aset Yayasan dan wajib dilaporkan user

kepada Unit fungsional yang mengelola aset.

(6) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa mengutamakan sinergi YPT Group dan

Telkom Group dalam rangka meningkatkan efisiensi dengan tetap

mempertimbantkan kualitas, harga, dan tujuan yanB dapat dipertanggungjawabkan.

(7) Pembelian secara pembelian langsung, dapat menggunakan platform digital dan

mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas dan aspek

finansial ekonomis.

(8) Pengadaan yang pendanaannya dari pinlaman dalam negeri dan/atau pinjaman luar

negeri dan/atau hibah, proses pengadaannya berpedoman pada pedoman

pelakanaan pengadaan yang merupakan penjabaran dari Peraturan ini, kecuali

dipersyaratkan lain oleh pemberi pinjaman dan/atau hibah.

(9) Hasil dari suatu pentadaan dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang

ditandatantani oleh YPT dan Rekanan.

PERATURAN DEWAN PENGURUS

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

(3) Kegiatan dan/atau protram yang dipaketisasi oleh unit Logistik BPK pada saat

penyusunan DRP termasuk perubahannya, pelaksanaan pengadaannya dilakukan

secara terpusat oleh unit Logistik BPK.
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Pasal 7

Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan

(1) Kewenangan Pejabat dalam bidang pengadaan ditetapkan berdasarkan nilai

pengadaan.

(2) Dokumen yang berkaitan dengan proses pentadaan sebagaimana diatur dalam

Lampiran-lV peraturan ini.

(3) Pejabat yang mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan di lingkungannya,

dapat melimpahkan lebih lanjut kewenangannya kepada pejabat dibawahnya yang

mempunyai fungsi logistik.

Pasal 8

Tahapan Pelaksanaan Kontrak dan/atau Perjanjian Pengadaan

(1) Tahapan pelaksanaan suatu kontrak dan/atau perjanjian Pengadaan Konstruksi,

meliputi:

a. Pelaksanaanpekerjaan;

b. Pengawasan;

c. Test Commissioning;

d. Uji Terima; dan

e. Penyerahan hasil akhir pekerjaan.

(2) Tahapan pelaksanaan suatu kontrak dan/atau perjanjian Pengadaan Non Konstruksi,

meliputi:

a. Pelaksanaanpekerjaan;

b. Pengawasan;

c. Uji Fungsi (untuk barang); dan

d. Penyerahan hasil akhir pekerjaan.

(3) Pelaksanaan pekerjaan dan pengawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

tertuang di dalam Kontrak dan/atau Perjanjian pengadaan.

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
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(4) Pelaksanaan PenBawasan atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi pengawasan pelaksanaan

pekerjaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Yayasan.

(5) Untuk pekerjaan tertentu yang memerlukan uji coba melalui suatu proses tes

laboratorium atau Functionol lntegrotion Iest (FlT) atau Field frio, atau melalui

sistem pengujian bentuk lain harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh user

terkait.

Pasal 9

Penerimaan

(U Penerimaandikelompokkanberdasarkan:

a. Barang;

b. Jasa; atau

c. Barang dan Jasa.

(2) Penerimaan Barant dan/atau iasa dilakukan oleh Unit fungsional Logistik atau unit

kerja yang ditunjuk dan hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan yang ditandatangani oleh penandatangan kontrak dan/atau perjanjian

atau pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yan8 berwenang dan Rekanan.

(3) Pelaksanaan penerimaan barang dan/atau jasa sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)

dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan proses Uji Terima oleh Tim Uji Terima

atau user terkait yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Uji Terima yang

ditandatangani oleh Tim Uji Terima oleh user terkait dan Rekanan.

(4) Dokumen berita acara sebataimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen berita

acara mengenai penerimaan hasil pelaksanaan kontrak dan/atau perjanjian

pengadaan barang dan/atau iasa, yant meliputi:

a. Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I), untuk penerimaan hasil

pelaksanaan pekerjaan Barang dan Jasa;

b. Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-ll), untuk penerimaan setelah masa

pemeliharaan berakhir (iika ada);

c. Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), untuk penerimaan Barang; dan

d. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP), untuk penerimaan pelaksanaan

pekerjaan konsultan atau Jasa laannya.

Revisi 00
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BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan Peralihan

(1) Guna menjaga kesinambungan aktivitas penyelengtaraan pengelolaan logistik, maka

implementasi peraturan ini dilaksanakan dalam suatu periode transisi dengan kurun

waktu 3 (Tiga) bulan sejak berlakunya peraturan ini.

(2) Proses logistik yang telah dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus YPT

Nomor 0808 tahun 2018 tanggal 3 September 2018 tetap dapat dilanjutkan sampai

prosesnya selesai dentan tetap mengacu pada peraturan tersebut.

Pasal u
Ketentuan Penutup

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua pelaksanaan pengelolaan logistik

di lingkungan YPT, wajib berpedoman pada peraturan ini.

(3) Pada saat masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berakhir, maka

Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor 0808/00/DGS-H KOINPT l2o2t tanggal 3

September 2018 tentant Pedoman Pengelolaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di

Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom, beserta perubahannya dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

PERATURAN DEWAN PENGURUS

(2) Peraturan pelaksanaan yang merupakan penjabaran atas peraturan ini ditetapkan

oleh Direktur 6enerol Support mdalui peraturan tersendiri, antara lain:

a. Pedoman dan tata cara penyusunan perencanaan pengadaan, dalam rangka

keseragaman dalam melakukan perencanaan pengadaan.

b. Pedoman penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau Owner Estimote

(OE), sebagai alat kendali untuk menilai kewajaran harga penawaran dan

sebagai referensi dalam pelaksanaan kompetisi harga.

c. Pedoman pelaksanaan pentadaan, sebagai pedoman bagi pelaksanaan

pengadaan.



Halaman: 11/24
NoMoR: / /DGS-H(01/YPT/2021

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Revisi 0O

(4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanttal dltetapkan.

A.N. DEWAN PEN6URUS

YAYASAN PENOIDIKAIII TEI.(OM

SEXRETARIS,

lr. Atunt Adi Susetyo, M.Eng lr. Sindhu Aryanto

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.

2. Para Direktur Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Pendidikan Telkom

3. Para Pimpinan Lembaga di lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom.

M,}p

jttD-;

D :

a

l

PERATURAN DEWAN PENGURUS

TangSal: September2021

PEDOMAN PENGEI.OLAAN PENGADAAN DI TINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Ditetapkan : di Bandung

Pada tanqral : \l frtqEc 2021



Lampiran-l

Nomor

Tanggal

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

: Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

: PDP.L387 I oo / DGS-HK01/YPT/2021

: 11 Oktober 2021

FORMAT

DAFTAR RENCANA PENGADAAil (DRP)

BELANJA MODAT/CAPD(

TAHUN:

Lembaga/Unit Kerja

Kode Lokasi/PP

Keterangan:

(1) Nomor urut sesuai dengan jumlah ketiatan yangtertuang dalam RKAY.

(2) Nomor akun sesuai dengan penomoran yang ditetapkan.
(3) Ketiatan yang akan diadakan di masing-masing Lembaga/unit kerja.

(4) Data spesifikasi teknis dari kegiatan yang akan diadakan dan dapat berupa Lampiran.

(5) Satuan dari setiap kegiatan yang akan diadakan (mis: unit, lot, set, dll).

(5) Jumlah/volume yang akan diadakan.

(7) Waktu kebutuhan dari kegiatan (TW1, TW2, TW3, Tw4).
(8) Jumlah anggaran yang tersedia untuk setiap kegiatan yang diadakan.

(9) Hal-hal lain yang perlu dijelaskan atas kegiatan yang akan diadakan.
*) Spesifikasi dapat berupa Lampiran.
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Waktu
Kebutuhan

Jumlah Keterangan

Anggaran

Spesifikasi Satuan Jumlah
Teknis *)

NIP.
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Nomor

Tanggal

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

: Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

: PDP. 1387/00/DGS-H K01/YPT/2021

: 11 Oktober 2021

MATRIKS KEWENANGAN JUSTIFIKASI KEBUTUHAN

Revisi 0O

Halaman:13/24
NoMoR: PDP.1387 l@ lDcs-HKo1/'tPT / 2c.27 Tanggal: 11 Oltober 2021

No Nilai lnisiator Persetujuan
BPK

1 > RpS Miliar VP Direktur Pernilik

Program
Direktur Utama

2 > RpI Miliar s.d Rp5

Miliar
VP Pemilik
Program

Direktur Pemilik
Program

Direktur Generol
Support

3 > Rp100 Juta s.d Rp1

Miliar
AVP Pemilik

Program
VP Pemilik
Program

Direktur Pemilik
Program

4 > Rp25 Juta s.d Rp1O0

Juta
Staff Pemilik

Program
AVP Pemilik

Program

Universitas
1 > RpS Miliar Rektor Direkur BPK

Pemilik Pro8ram

Direktur Utama

2 > Rp2,5 Miliar s.d Rp5

Miliar
Rektor Direktur BPK

Pemilik Program
Direktur Generol

Support
3 > Rp1 Miliar s.d Rp2,5

Miliar
Direkur Pemilik

Program
Warek Pemilik

Program

Rekto r

4 > Rp500 Juta s.d Rp1

Miliar
Direktur Pemilik

Program
Warek Pemilik

Program
Warek Sumber Daya

5 > Rp250 juta s.d Rp500

Juta

Kabag Pemilik

Program

Direktur Pemilik

Program

Warek Pemilik

Program

6 > Rp25 Juta s.d Rp250

Juta

Staff Pernilik

Protram
l(abag Pemilik

Program

Direktur Pemilik

Program

lnstitut
1 > Rp5 Miliar Rektor Direktur 8PK

Pemilik Program
Direktur Utama

2 > Rp1 Miliar s.d Rp5

Miliar
Rektor Direktur BPK

Pemilik Program
Direktur Generol

Support

3 > Rp500 Juta s.d Rp1

Miliar
Kabag Pemilik

ProBram

Warek Pemilik

Program

Rektor

4 > Rp250 Juta s.d Rp500

Juta

Kabag Pemilik
Protram

Warek Pemilik
Program

Warek Sumber Daya

5 > Rp25 Juta s.d Rp250

Juta

Staff Kabat Pemilik
Program

Warek Pemilik
Program

PERATURAN DEWAN PENGU RUS

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Pemeriksa

VP Pemilik Program
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No Nilai lnisiator Persetuiuan
SMA / SMK

1 > RpS Mlliar Kepala Sekolah Direktur BPK

Pemilik Program
Direktur Utama

2 > Rp1 Miiiar s.d Rp5

M iliar
Kepala Sekolah Direktur BPK

Pemilik Program
Direktur Generol

Suppott
> Rp250 Juta s.d Rp1

Miliar
Kepala Sekolah VP BPK Pemilik

Program
DireKur BPK

Pemilik Program

4 > Rp25 Juta s.d Rp250

Juta

Kaur Pemilik
Protram

Wakil (epala

Pemilik Protram
Kepala Sekolah

SMP

1 > Rp5 Miliar Kepala Sekolah Direktur BPl(

Pemilik Protram
Direktur Utama

2 > Rp1 Miliar s.d Rp5

Miliar
Kepala Sekolah Direktur BPK

Pemilik Program
Direktur 6enerol

Suppott
3 > Rp150 Juta s.d Rp1

Miliar
Kepala Sekolah VP BPK Pemilik

Program

Direktur BPK

Pemilik Program

4 Kaur Pe'rnilik

Program
Wakil Kepala

Pemilik Program
Kepala Sekolah

SD

1 > Rp5 Miliar Kepala Sekolah Direkur BPK

Pemilik Program

Direktur Utama

2 > Rpl Miliar s.d Rp5

Miliar
Kepala Sekolah Direktur BPK

Pemilik Program
Direki.ur Generol

Suppott

3 > Rp100 Juta s.d Rp1

M iliar
Kepala Sekolah VP BPK Pemilik

Program
Direktur BPK

Pemilik Program

4 > Rp25 Juta s.d Rp100

Juta

Kaur P€milik
Program

Wakil Kepala
Pemilik Protram

Kepala Sekolah

PAUD / TK

1 > Rps Miliar Kepala Sekolah Direkiur 8PK

Pemilik Program

Direktur Utama

) Kepala Sekolah Direktur BP(
Pemilik Program

Direktur 6enerol
Support

3 > Rp50 Juta s.d Rp1 Miliar Kepala Sekolah VP BPK Pemilik
Program

Direktur BPK

Pemilik Program

4 > Rp25 Juta s.d Rp50 Juta Kaur Pemilik

ProBram

Wakil Kepala

Pemilik Program
Kepala Sekolah

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Pemeriksa

3

> Rp25 Juta s.d Rp150

Juta

> Rp1 Miliar s.d Rp5

Miliar
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Lampiran-lll

Nomor

Tanggal

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

: Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

: PDP.1387 IOO / DGS-H K01/YPT/2021

: 11 Oktober 2021

MATRIKS KEWENANGAN PEIABAT PENGAOAAN

(eteraflBan:
*) Besaran nilai kewenangan pengadaan inl tldak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

*) Besaran nilai kewenangan pengadaan ini untuk 1 (satu)tahun anggaran per pengadaan

*) Lembaga dapat membuat turunan wewenang yang diterimanya ke pejabat dibawahnya melalui

Pelimpahan Kuasa dari Pimpinan Lembaga
**)Hanya untuk pengadaan oPD(

NO KANTOR/LEMBAGA NITAI PENGADAAN *)

Kantor BPK

1 Direktur Utama > RpS Miliar
2 Direkl.ur Gene r ol Support Rp2,5 Miliar s.d RpS Miliar
3 VP fungsi logistik s.d Rp2,S Miliar

Direktur selain funSsi Logistik s.d Rp250 Juta

5 AVP fungsi Logistik s.d Rp250 Juta
5 VP selain fungsi Logistik s.d Rp100 luta
7 AVP selain fungsi Logistik s.d Rp2SJuta +*)

B Universitas

1 Rektor s.d Rp2,5 Millar
2 Warek Sumber Daya s.d Rp1 Miliar
3 Direktur f ungsi logistik s.d Rp500 Juta

4 Kabag fungsi logistik s.d Rp250 Juta

5 Kabag selain fungsi logistik s.d Rp25 Juta *r)
C lnstitut
1 Rektor s.d Rp1 Miliar

Warek Sumber Daya s.d Rp50o luta
Kabag fungsi logistik s.d Rp250 Juta

4 Kabag selain fungsi logistik s.d Rp25 Juta 't)
D Pendidikan Dasar dan Menengah

7 Kepala 5MA,/SMK s.d Rp250 Juta

2 Wakil Kepala 5MA/SMK s.d Rp100 luta
3 Kepala SMP s.d Rp150 J uta

4 Kepala SO s.d Rp10O Juta

5 Kepala TK s.d Rp50 luta

5 Kepala PAUD s.d Rp50 Juta

E LembaSa Lainnya : Pimpinan Lembaga s.d Rp500 Juta

PERATURAN DEWAN PENGURUS

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIOIKAN TETKOM

3



YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Rlvisim

tlrlrrn.'l: 16Da
NOMOR: PDP.1387/m/DAnHX01/YPT2021 Tanggal: 11 oktob.r2o2l

[.mpiralt-lV
Nomor

Tangt l

: PcGtur.n O.w.n Pcngurus Yay.sen Pcndidikan Tclkom

: P0p.138700/0GlH XOLNPT l2g2r
: ll Okobcr 2021

MAIRIXS PERSETUJUAI{ DOXUMETI PEI{6ADAAI{

A. lbntor 8P(

r'lo URAIAiI
[lLAl Pt GADAAiI {Rpl

>5M >2.5M - 5M >1M - 2,5M >250I - lM >100rt - 250Jr >25Jt - 1(x!t

1 lustifikasiPehEadaan

Dir.ktur
utama

Dir.ktur
Ganardl
Suppo't

VP Fungsl
Loginik

VP Fungsi
Lo€i.li*

a. AVP Fungri LoSistik/
b. Dircktu. Pcmilik

Paogram

VP P.milik
Progrem

2 Pcmbcntukan Panitia Pcng.daen

3 HPS/OE
VP FuhEsl

togirtik

a. AVP Funtsi Lotidiv
b. Di.cktur Pctnilik

Pro8ram

4 Panctapan Pcmcnant

PERATURAN DETVAN PENGURUS

PEDOMATI PENGELCLAAN PEN6ADAAIT DILIII6(UI!6ATI YAYASATT PEIIDIDII(AI! TEL(CM

x x x

x

x x x
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5 SPK/Kontrak/Amandemen
VP fungsi
Iotistik

a. AVP FungsiLogistik/
b. Direktur Pemilik

Program

VP Pemilak

Pro8ram

6 Penyusunan DokumEh Pehgadaan Panitia Pengadaan
Unit Fungsi

tnSidi*
a. Unit Fungsi Logistik/

b. tffiPcfiihl Pro8ram
Unit Pemilik

Prograni

7 P.laksana Pros.s Pcngadaan Panatia Pengadean
lJhit Fungsi

togistik
a. Uhat Fuhgsi l-oEistil/
b. Unit Pemilil ProSram

LJnit Pemilik
Program

I

PERATURAN DE\IAN PENGURUS

Rlvisioo

I



YAYASAN PENIXDIKAN TELKOII

MATRIXS PERSETUJUAT{ OOXUMTTI PENGADAA'{

B. UniveBhar

R.visioo

Halarnrn: 18/)4
NOMOR: PDP.138Zm/DGlHXo1/YPI2021 TanBSal: 11 Oktob€r 2021

NO URAIAN
NILAIPE GADAAI.I (Rp)

>5M >2,SM-SM >1M-2,5M >500 .,t - 1 M >250 Jt - SOO .tt >25 Jt - 250 
't

1 lustinkasi Pengadaan

Direktur
ljtama

BPK

Direltur
Genetul

Suppolt 8PK

Rekior

Sumbcr Oaya
Direltur Fungsi l-ogifi

KabaE FunEsa

Lotistik

2 Pembentukah Pahitia Pehgadaah

3 HPS/O€
Sulnber Daya

Dircktur f ungsi LoBistik
Kabag Fungsi

LoEistik

4 Penetapan PemenanS

sP(/Kont.ak/Amand.mcn
Sumber Day.

0ir€ktur Fuhgsi to8istik
Kabi8 FunSsi

Loglstik

6 Penyutunah Dokumen PehEadaan Panitaa Peh8adaan Unit Fuhtsi Lotistik

'1 Pelaksana Proses Pengadaan P.hitia Pentadaan Unit Funtsi Lotisti*

PERATURAN DEWAN PENGURU5

PEDOMAII PENGETCIAAT.I PENGAOAAN DITITI6(UiI6AIT YAYAsAN PETIDIDI(AN TETXCM

x I
i

x

x x x
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MATRIrc PTRSETUJUAI{ OOXUM€I{ PTTIGAOAAT{

C. lnstitut

Rlvisioo

Htlar'.ar: 19/:4
NoMoR: PDP.138Z(lo/DGs-Hx01/YPI2021 TenESal: 11 Oktob.r 2021

NO URAIAN
t{ll-Al P€ CADAAN (Rp}

>9M >2,SM-SM >1M-2,SM >500Jt-1M >250 .tt - s(n r >2S tr, 250 Jt

1 ,ustiffkasi Pengadaan

Dlrcktur
Utama

8PX

Direktur
Generol

Juppof BPK

VP tuntsi
togisrik 8Pk

Reltor Warcl Sumber DaVa
Kab.i FunSsi

Lo8i5tik

2 Pernbehtukan Pahitia Pengadaan

3 HPS/OE Rektor Warel Sumber Daya
Kabag Fun$i

Loglstik

4 Penetapan Pcmenang

5 5Pk/kohtraVAmahderncn Rektor Warek Sumb* Daya
Kabag Fungsi

toglstlk

6 Penyusuhan Dolufl|eh Pcntadaah Panitia Pcngadaan Lrnit Fungsi Logistik

1 Pelaksaha Proses Pentadaar Panitia Pengadaan Unit EuhSsi Lo8istik

PERATURAI] DEWAN PENGURUS

PEDOMAN PE GELCLAAN PENGADAAN DI TItIG(UtIGAti YAYAsAN PETIDIDIXAN TEL(CM

x x

x x x



YAYASAN PENDIOIKAN TELKOM

MATRIXs PER5ETU]UAI{ DOXUM€T{ P€ GAOAAI{

D. SM(/SMA

NO URAIAiI
I{lLAl PENGADAAN (Rp]

>sM >2,5M-SM >1M-2,5M >250Jt,tM >25 Jt - 1m.h

lusti'fikasi Pmgadaan

Diraltur
Utama

8Pt(

Direltur
Gcnarul

Suppdl SPN

v? Fungsi togistrt BFf

VP Fungsi

Logastlk 8PK

VP FungslLotlstik BPK

xepala selolah
wakilkcpala

Sekolah

2 Pembentukan Panitia Pantadian
3 HPS/OE Kepala sekolah
4 Penetapan Pemenang

5 SPK/Kontrak/Amandemen Kepal. sekolah
Wakilkcpala

sckol.h
5 Pcnyusunah Dokumcn PenSadaan Panitia Penaadaan Unil Flngsa Logistik BPK Unit Funasi loaistik
7 Pelaksana Proses Pengadaan Panitia Pengadaan Unit Fungsi Logistik BPX Unit Fungsi Lo8istik

1

Rcvisi@

Hrtarnrn: 2on4
NoMOR: POP.138ZmlDCSHK01/YPT2021 TangSal: 11 Oktobcr 2021

PERATURAN DEIVAN PENGURUS

PEOOMATI PENGELOLAAI{ PEIl6ADAAN OIUTIC(U116AII YAYAsAi] PE}IDIDI(AN TELKCM

>1mJt - 250 Jt

x x x
VP tunEsil-oEistik BPk x

x x x



YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

MATRIrc PERSETU]UAII DOXUMETI PETIGADAAfi

E, SMP

NO URAIA}I
NILAI PEI{GADAAN (Rpl

>5M >2,5M-SM >1M - 2,S M >250Jt-1M >150n - 250 Jt >2S.tr - 150 tt

1 .lustifit.3i Pengidaan

Direktur
Utama

BP(

Di..lt!r
Gehetol

Support 8P(

W Fungn [ogistft BPX

VP funtsi
Loglstik BPN

VP fungsiLogistik BPX

VP Fuhasi Logistik 8PK

Dircktur PSE

8PK
(epala selolah

2 Pcmbentukan Pahitia Pengadaah

3 HPS/OE
Oir.kur PSE

BPK
Kcpala sckol.h

4 Penetapnn P!m"nang

SPK/Kontrak/Amandemen
Direktur PSE

BPK
kepala selolah

Penyusunan Dokumen PcnEadaan Panitia Pantadaan Unit FunSsi toSistik 8PK Unit DPSE BPk
lJnit FunSsi

Iogistlk

7 Pclaksana Proscs Pentadaah Pahitia PenSadaan unit Fungsi l-ogistik BPK Unit DPS€ BPk
Unit Fungsa

toglstlk

R.visioo

Halam.h: 21n4
NoMoR: PDP.138ZmlD6S-Hxo1/YPf2021 Tanttal: 11oktobrr2O21

PERATURAN DEWAN PENGURUS

PEDOMAN PENGEICLAAN PENGADAAN OI TIIIG(UIJGAtJ YAYASAN PEIIDIOI(ATJ TEL(CM

x x

x x x

5

5



YAYASAN PENDIDIXAN TELKOII

MATRIXS PERSETUIUAIi DOXUM€I{ PEiIGADAAI{

f, sD

NO URAIAI{
NILAIPTNGADAAN {RpI

>5M >2,5M-5M >1M-2,SM >2y)ft- 1M >25 n - lmrt
1 JustifikasiPengadaan

Dircktu
ljtama BPN

Dircktur
Gene'ul

Suppott BPK

VP Fuhtsi
toEistik 8PK

VP Fungsi

LoBistil BPX

Direktur PSE

BPK
Kcpala Sekolah

2 Pembcntukan Panitia Pengadaan

3 HPS/OE
VP Fun8ri

Logistal EPx

Direktur PsE

BPK

4 Penetapah Pernenang

5 sPK/Kontrak/Amandemen
VP Flntsi

Lorlstll EPK

Dircktur PSE

BPK
Xepal. S€kolah

5 Pehyugunan Dokulh?h Pentadaan Panitaa Pcngadaan
Unit Fungsi

Logistik BPX
Uhit DPsE BPK

Uhil Fungsi

Loginil

7 Pelaksana Proses Pengadaan Panitia P.ntadaan
Unrt Fung5i

togistik BPK
Unit DPSE 8Pk

Unit Fun8si

Locistit

Revisioo

Hzlama 22n4
NoMoR: PDP-1387/@/DcgHXO1/YPI2021 T.nSBal: 11 oktob.r 2021

PERATURAN DEWAN PENGURUs

PEDOMAII PENGELSLAA}I PEN6ADAAN DITITl6(UI]GAII YAYA5AI! PETIDIOIKAII TELI(CM

>1CD tt - 250 ft

x x

x

x x x



YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

MATRIrc PERSETUIUAI{ OOI{UMEN PEI{6ADAAII

G, TKIPAUD

NO URAIAN
Nll-Al PENGADAAT{ (Rp)

>sM
>2,5M -

5M
>LM -
2,5M

>zsort - lM >1mrt -

250n
>501t - 1001t >29Jt - 50Jr

1 lustifikasi Penrada.n

Dkcktut
lrtalna

BPK

Dlrlktur
Gahetol
Sup9o.7

BP(

VP Fuhgsi

Iotanil
Bp(

VP FunSsi

Logistik 8PX

Dircktur PSE

8PX
VP PS€ BPX Xepala Sekolah

2 Pcmbcntukan P.nitia Pcngadaah

3 HPS/OE
VP tuhtsi

Lofistik SPX

Dl..kturPSE
BPX

4 Pcnctapar Pemenang

5 SP(/Kontr.k/Amandcmen
VP funtsj

Loginik 8PX

OlrlkurPsE
8Pl(

VP PS€ BPK xepal. Sekolah

6 Penyusunan Ookumen PcnSadaah Pahitia PenSadaan
Uhii Fungsi

LogBtil BPk

Unit DPSE

BPX
Unit DPSE SPK

Unh Fungsi
Loristil

'] Pclalraha ProsEs PEngadaan Pahitia Pcngadaan
lJnit Fuhgsi

Lotistik BPK

Untt DPSE

BP(
Linit DPSE BPX

Uhit F!ngsi
Lotistik

RlvisiOO
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PERATURAN DEIVAN PTN6URUS

PEDOMATI PEN6EI.SLAAII PEN6AOAAt,I DI tIIIGIIUtIGAtI YAYA5AN PETIDIDII(AtI TEtI(CM

x x x i
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x

x x

x i

l
x x



YAYASAN PENTTI'IXAN TELKO

MATTIKS PERSEIUJUAIi DOI(UMEII PEI'IGADAAN

H. Lembata Lainny.

ito URAIAT{
xlLA PE 6AoAAt{ (Rpl

>5M >2,5M - SM >1M - 2,SM >500ft - 1M >25Jt - 500Jt
1 lustlfikasiPengadian

Dircltut
lJt.ma BPK

Dilcrt,Jt Genchl
Support BPk

vP fuhSri
togisti& BP(

VP FuhEsi toeislik BPK Pimpinan Lemba8a
2 Pembehtukan Pahitia PEnSadaan

3 HPS/OE

Penetapan Pamenang

VP Fuhasi Locistik BPK Pimpinan tembaAa

4

5 SPk/kontril/Amandemcn VP funBsi LoEistik BPK Pimpinan Icmbaga
5 Pcnyusuhan Dokumen Pengadaan Panitia Pehgada.h Unit Fungsi togistik
1 Pcliksana Proses PcnEadaan Penitia PcnSedaan Unit FungsiLoEistik

RevisiOO

'H.l'infit 24124
NOMORi POP. 1387/m/DG.}HKOl/YPr2021 T.ngral: ll Oktober 2021

PERATURAN DETVAN PENGURUS

PEOOMAI'I PE}IGILCLAA'\I PENGADAAN DI LIIIG(UI16AN YAYSAN PEtlDIDI(AII T€LXCM
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x x


